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Indonesia telah mencatatkan diri sebagai Top-3 produsen dan konsumen biodiesel dunia. 
Bahkan dalam produksi dan konsumsi biodiesel berbasis sawit, Indonesia merupakan terbesar di 
dunia. 

Keberhasilan Indonesia dalam industri biodiesel tersebut merupakan hasil dari konsistensi 
Indonesia dalam menghasilkan dan mengkonsumsi biodiesel sebagai substitusi solar fosil. Meskipun 
pengembangan biodiesel sudah dimulai sejak tahun 2004 (ketika Indonesia berubah dari net ekspor 
menjadi net impor minyak fosil), perkembangan biodiesel mencatat pertumbuhan yang pesat sejak 
tahun 2015 setelah Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pembiayaan konsumsi biodiesel 
yang menutupi selisih Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dengan solar yang ditetapkan pemerintah 
setiap bulan (PASPI Monitor, 2023a). Dukungan insentif tersebut berasal dari dana sawit hasil 
pungutan ekspor (export levy) sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (PASPI Monitor, 2023b). 

Dengan insentif biodiesel tersebut, mandatori biodiesel diperluas ke seluruh sektor dan 
peningkatan blending rate antara biodiesel sawit (FAME) dengan solar fosil. Semula kebijakan 
mandatori biodiesel hanya diwajibkan pada sektor PSO (Public Service Obligation), namun sejak 
tahun 2018 (B20) diperluas ke sektor non-PSO (Gambar 1).  Mandatori biodiesel semakin intensif 
sejak tahun 2018/2019, dimana blending rate biodiesel ditingkatkan dari B20 menjadi B30 pada 
tahun 2020 dan terus ditingkatkan menjadi B35 sejak tahun 2023. 

 

Gambar 1.  Perkembangan Implementasi Kebijakan Mandatori Biodiesel di Indonesia  

 

https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/
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Kebijakan mandatori biodiesel tersebut menciptakan berbagai manfaat bagi masyarakat secara 
keseluruhan. Manfaat dari pengembangan biodiesel di Indonesia dinikmati seluruh masyarakat/ 
sektor pembangunan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Seiring dengan makin intensifnya implementasi mandatori biodiesel tersebut, biaya (insentif) 
mandatori biodiesel juga meningkat. Menurut data BPDPKS (2023, 2024a), biaya insentif mandatori 
biodiesel relatif berfluktuasi namun trennya mengalami peningkatan dari sekitar Rp 0.6 Triliun 
tahun 2015 menjadi sekitar Rp 34.6 Triliun tahun 2022 dan Rp 18.3 Triliun tahun 2023.  

Pembiayaan insentif mandatori biodiesel tersebut bersumber dari pungutan ekspor (export 
levy) sawit. Hal ini juga berarti semua beban biaya mandatori biodiesel hanya menjadi beban pelaku 
industri sawit. Jika kebijakan biodiesel bersifat mandatori (wajib), maka seharusnya biaya mandatori 
biodiesel ditanggung bersama, sebagaimana manfaatnya yang juga dinikmati oleh seluruh 
stakeholder. 

Artikel ini akan mendiskusikan manfaat dari kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia. 
Kemudian didiskusikan bagaimana biaya mandatori biodiesel tersebut seharusnya ditanggung 
bersama oleh seluruh stakeholder.  

 

MANFAAT DINIKMATI BERSAMA 

Sebagaimana terjadi diberbagai negara yang mengembangkan biodiesel, pengembangan 
biodiesel berbasis sawit di Indonesia juga telah menciptakan berbagai manfaat sosial, ekonomi, dan 
ekologi yang dinikmati masyarakat secara keseluruhan. Setidaknya terdapat tujuh manfaat dari 
pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia. 

Pertama, membangun ketahanan energi berkelanjutan (sustainable energy security). 
Ketersediaan energi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan pembangunan secara 
keseluruhan. Sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi net impor minyak fosil dan sejak tahun 
tersebut ketergantungan pada impor minyak fosil makin meningkat dari tahun ke tahun seiring 
dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Ketergantungan Indonesia bukan hanya pada 
impor minyak fosil tetapi juga pada energi (minyak fosil) yang dikenal sebagai energi tak terbaharui 
(non-renewable energy) dan kontributor utama emisi gas rumah kaca dunia (PASPI, 2023). Untuk itu 
pemerintah berupaya mengembangkan bauran energi (energy mix) dengan makin meningkatkan 
porsi penggunaan energi terbarukan (renewable energy), termasuk didalamnya pengembangan 
biodiesel berbasis sawit. 

Dalam 10 tahun terakhir implementasi kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia telah mampu 
mengurangi ketergantungan impor solar fosil cukup drastis. Pada tahun 2010, persentase volume 
solar fosil impor dari total konsumsi solar fosil domestik masih cukup tinggi mencapai 41 persen, 
namun terus mengalami penurunan dengan cepat sehingga persentasenya menjadi 10 persen pada 
tahun 2021 (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2023a). 

Implementasi mandatori biodiesel (substitusi solar fosil) telah mengurangi ketergantungan 
pada impor solar fosil. Menurut data BPDPKS (2023, 2024a,b) volume penghematan penggunaan 
solar fosil akibat mandatori biodiesel mengalami peningkatan dari sekitar 915 ribu kiloliter tahun 
2015 menjadi 3.8 juta kiloliter tahun 2018 dan meningkat menjadi 12.3 juta kiloliter tahun 2023. 

Penurunan ketergantungan indonesia pada impor solar fosil dan makin besarnya komponen 
biodiesel sawit domestik dalam sektor energi nasional tersebut merupakan bagian penting dari  
ketahanan energi nasional. 

Kedua, penghematan devisa dan penyehatan neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan 
minyak dan gas (migas) Indonesia dalam 20 tahun terakhir selalu negatif dengan defisit yang terus 
meningkat akibat impor minyak fosil yang terus meningkat. Kebijakan mandatori biodiesel domestik 
yang berdampak pada penurunan impor solar fosil tersebut juga secara langsung menghemat devisa 
untuk impor solar fosil atau dapat disebut sebagai devisa substitusi impor (PASPI, 2023; PASPI 
Monitor, 2023a). 

https://palmoilina.asia/sawit-hub/isu-sawit-dalam-pemanasan-global/#603
https://palmoilina.asia/sawit-hub/sawit-dalam-isu-ekonomi/#315
https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/
https://palmoilina.asia/sawit-hub/sawit-dalam-isu-ekonomi/#316
https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/
https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/
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Dalam lima tahun terakhir, penghematan devisa impor solar fosil mengalami peningkatan 
seiring dengan meningkatnya blending rate biodiesel sawit (Gambar 2). Data BPDPKS (2024b) 
menunjukkan bahwa devisa solar impor yang dihemat meningkat dari Rp 3.7 Triliun tahun 2015 
menjadi Rp 26.7 Triliun tahun 2018, dan terus naik menjadi Rp 121.5 Triliun tahun 2023.  

 

Gambar 2.  Penghematan Devisa Solar Impor Akibat Kebijakan Mandatori Biodiesel di Indonesia 
(Sumber: BPDPKS, 2024b) 

Penghematan devisa impor solar fosil tersebut mengurangi defisit neraca perdagangan migas.  
Melalui penghematan devisa substitusi impor, defisit neraca perdagangan migas makin rendah 
(PASPI Monitor, 2024). Misalnya pada tahun 2023, defisit neraca perdagangan migas “Dengan 
Mandatori Biodiesel” sebesar USD 19.9 miliar atau lebih rendah defisit “Tanpa Mandatori Biodiesel” 
(USD 30.4 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa mandatori biodiesel menjadi instrumen penting 
dalam mengurangi defisit neraca perdagangan migas Indonesia.  

Ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hilirisasi minyak sawit (CPO) menjadi 
biodiesel menciptakan nilai tambah (added value) bagi perekonomian Indonesia (Gambar 3). Nilai 
tambah yang dihasilkan dari biodiesel domestik meningkat dari sekitar Rp 1.5 Triliun tahun 2015 
menjadi Rp 5.8 Triliun tahun 2018 dan terus meningkat menjadi Rp 15.9 Triliun tahun 2023. 

 

Gambar 3.  Peningkatan Nilai Tambah Minyak Sawit (CPO) menjadi Biodiesel Akibat Kebijakan 
Mandatori Biodiesel di Indonesia (Sumber: BPDPKS, 2024b) 

Peningkatan nilai tambah tersebut juga searah dengan berbagai studi yang mengungkapkan 
bahwa produksi biodiesel sawit di Indonesia berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 
(Susila dan Munadi, 2008; Joni et al., 2010; Obidzinski et al., 2012; Su Ye, 2017; Singagerda et al., 
2018; PASPI 2023; PASPI Monitor, 2021, 2023a). Studi Sahara et al. (2022) juga mengungkapkan 
bahwa kebijakan mandatori biodiesel B30 meningkatkan nilai tambah baik pada sektor perkebunan 
sawit itu sendiri maupun industri hilir sawit (oleokimia). Peningkatan nilai tambah tersebut juga 
berimplikasi pada peningkatan GDP riil Indonesia. 
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Perkembangan industri biodiesel juga berdampak positif pada kinerja perekonomian dan 
pembangunan daerah (Obidzinski et al., 2012; Thondhlana, 2014; Nuva et al., 2019; Yasinta dan 
Karuniasa, 2021). Industri biodiesel merupakan industri hilir yang menggunakan minyak sawit 
sebagai bahan baku, dimana bahan baku tersebut dihasilkan oleh perkebunan sawit yang tersebar di 
daerah. Sehingga dengan semakin berkembangnya industri biodiesel akan turut menggerakkan 
perekonomian daerah.  

Studi Sahara et al. (2022) menemukan bahwa pertumbuhan PDRB akibat kebijakan mandatori 
biodiesel (B30) terjadi baik di provinsi sawit maupun provinsi non-sawit. Peningkatan PDRB juga 
terjadi di provinsi non-sawit seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, meskipun ketiga 
provinsi tersebut bukan termasuk sentra produksi minyak sawit, namun sebagian besar lokasi 
industri biodiesel maupun industri hilir sawit lainnya tersebar di provinsi di Pulau Jawa. 

Dengan demikian, kiranya jelas ditunjukkan bahwa perkembangan industri biodiesel yang 
didukung dengan kebijakan mandatori memberikan dampak positif yang inklusif terhadap 
perekonomian (PASPI Monitor, 2023c). Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya dinikmati oleh 
provinsi sawit sebagai penghasil bahan baku biodiesel, tetapi juga dinikmati provinsi-provinsi non-
sawit melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. 

Keempat, peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Biodiesel juga 
menghasilkan manfaat sosial berupa penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. 
Tenaga kerja yang terserap akibat program mandatori biodiesel ini tidak hanya pada level industri 
(off farm), tetapi juga pada level kebun (on farm). Data BPDPKS (2024b) mengungkapkan bahwa 
jumlah tenaga kerja on farm dan off farm mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, 
tenaga kerja pada level kebun (on farm) sebesar 114.4 ribu orang dan tenaga kerja pada level kebun 
(off farm) sebesar 863 orang. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2023 mengalami 
peningkatan signifikan menjadi 1.5 juta orang pada level kebun (off farm) dan 11.6 ribu orang pada 
level kebun (off farm). 

Berbagai studi terdahulu juga mengungkapkan bahwa pengembangan biodiesel sawit 
menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan pedesaan maupun perkotaan (Susila 
dan Munadi, 2008; Joni et al., 2010; Singagerda et al., 2018). Peningkatan kesempatan kerja dan 
pengurangan kemiskinan akibat dari peningkatan konsumsi biodiesel bukan hanya terjadi pada 
industri biodiesel saja (direct effect), tetapi juga pada industri-industri pemasok bahan baku ke 
industri biodiesel (indirect effect) maupun perekonomian secara keseluruhan. 

Kelima, stabilisasi harga TBS domestik dan instrumen pengelolaan pasar sawit dunia. Indonesia 
merupakan negara produsen sekaligus eksportir terbesar minyak sawit dunia. Besar kecilnya 
volume ekspor minyak sawit dari Indonesia sangat mempengaruhi pergerakan harga minyak sawit 
dunia. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang dapat menempatkan Indonesia sebagai 
game changer pasar minyak sawit dunia. 

Mandatori biodiesel menjadi salah satu instrumen game changer tersebut dan menjadi variabel 
penting mempengaruhi dinamika harga sawit dunia (PASPI 2023; PASPI Monitor, 2021, 2023a). 
Volume minyak sawit yang diserap dalam mandatori biodiesel domestik sebesar 7.2 juta ton tahun 
2020 kemudian meningkat menjadi sekitar 11 juta ton tahun 2023. Besarnya penyerapan minyak 
sawit domestik untuk kebijakan mandatori biodiesel tersebut mengurangi ekspor minyak sawit 
Indonesia ke pasar dunia sehingga mempengaruhi stok minyak sawit (menjaga excess demand) di 
negara-negara importir sawit dunia. 

Selama implementasi mandatori biodiesel B30 di Indonesia pada tahun 2020-2021, volume stok 
minyak sawit di negara importir dunia anjlok sebesar 36 persen. Selain dipengaruhi faktor eksternal 
lainnya, kondisi tersebut menyebabkan peningkatan harga minyak sawit dunia (PASPI Monitor, 
2022). 

Sejak implementasi mandatori biodiesel B30 di Indonesia harga CPO dunia mengalami 
peningkatan. Harga CPO dunia tahun 2018 masih rata-rata USD 591 per ton namun mengalami 
peningkatan menjadi USD 705 per ton tahun 2020 dan terus meningkat hingga mencapai USD 1,347 
per ton tahun 2022. Tentu saja ada banyak variabel yang mempengaruhi dinamika harga CPO dunia 

https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/dampak-biodiesel-sawit/
https://palmoilina.asia/sawit-hub/sawit-dalam-isu-ekonomi/#318
https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2021/04/2.16.-MULTI-MANFAAT-DARI-KEBIJAKAN-MANDATORI-BIODIESEL-SAWIT.pdf
https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/
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tersebut. Namun variabel implementasi B30 di Indonesia yang menyerap sekitar 15 persen produksi 
CPO dunia (kurang lebih sebesar konsumsi CPO India dan China) menjadi variabel yang sangat 
berpengaruh terhadap harga CPO yang “meroket”. 

Peningkatan harga CPO dunia tersebut secara langsung meningkatkan harga TBS domestik 
termasuk TBS petani sawit. Misalnya, ketika harga minyak sawit dunia mengalami peningkatan dari 
USD 537 per ton pada Januari 2019 menjadi USD 1,823 per ton pada bulan Maret 2022, petani sawit 
juga menikmati harga TBS yang relatif tinggi sekitar Rp 1,800-2,550 per kilogram pada periode yang 
sama. Harga TBS tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat harga sebelum 
diimplementasikannya mandatori biodiesel B30. 

Keenam, peningkatan pendapatan rumah tangga petani sawit dan rumah tangga non petani 
sawit. Peningkatan harga minyak sawit dan TBS sebagai bahan baku biodiesel akan meningkatkan 
pendapatan pelaku usaha perkebunan sawit, termasuk petani sawit (Joni et al., 2012; Nuva et al., 
2019; Murta et al., 2020; Wang, 2022). Peningkatan pendapatan yang diterima oleh petani sawit 
maupun pekerja di korporasi perkebunan sawit tersebut juga akan menciptakan multiplier effect 
berupa peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan di sekitar kebun sawit (PASPI, 2014, 2022, 
2023; Rifin, 2011; Gatto et al., 2017, Edwards, 2019). Artinya peningkatan pendapatan petani sawit 
(dan rumah tangganya) akibat pengembangan biodiesel juga akan turut meningkatkan pendapatan 
masyarakat (Joni et al., 2012; Dharmawan et al., 2016; Renzaho et al., 2017; Singagerda et al., 2018; 
Nuva et al., 2019; Yasinta dan Karuniasa, 2021; PASPI Monitor, 2021; PASPI, 2023a; Wang, 2022). 

Sahara et al. (2022) melakukan studi secara spesifik untuk mengukur dampak kebijakan 
mandatori biodiesel (B30) pada pendapatan rumah tangga di kawasan pedesaan dan perkotaan. 
Rumah tangga tersebut terbagi dalam 5 kelompok rumah tangga kawasan pedesaan dan 3 kelompok 
rumah tangga kawasan perkotaan. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan mandatori 
B30 tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan pada seluruh kelompok rumah tangga 
berbagai tingkat pendapatan di pedesaan maupun perkotaan (PASPI Monitor, 2023c). 

Ketujuh, pengurangan emisi. Indonesia telah berkomitmen ke masyarakat dunia (Paris 
Agreement) untuk ikut proaktif menurunkan emisi karbon. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, 
Indonesia telah menetapkan Nationally Determined Contribution yakni sebesar 29 persen dengan 
inisiatif sendiri hingga 41 persen dengan dukungan kerjasama internasional pada tahun 2030. 

Substitusi solar fosil dengan biodiesel sawit dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
sekitar 40-70 persen. Berdasarkan data Kementerian ESDM dan BPDPKS (Gambar 4) 
mengungkapkan bahwa dalam periode pelaksanaan mandatori biodiesel 2015-2023, pengurangan 
emisi gas rumah kaca meningkat signifikan dari sekitar 2.4 juta ton CO2 eq tahun 2015 menjadi 32.7 
juta ton CO2 eq. 

 

Gambar 4.  Penurunan Emisi GRK yang Meningkat Akibat Kebijakan Mandatori Biodiesel di 
Indonesia (Sumber: BPDPKS, 2024b) 

Dalam target NDC, pengurangan emisi karbon dari sektor energi tahun 2023 ditargetkan sebesar 
116 juta ton CO2 eq. Artinya penurunan emisi GRK akibat kebijakan mandatori biodiesel tahun 2023 
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mampu mencapai sekitar 28 persen dari target NDC sektor energi tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa kebijakan mandatori biodiesel tersebut berkontribusi dalam pencapaian target penurunan 
emisi GRK Indonesia (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2021, 2023a). 

Setidaknya ketujuh manfaat akibat implementasi kebijakan mandatori biodiesel tersebut 
dinikmati bersama baik secara langsung oleh pelaku langsung (produsen bahan baku dan industri 
biodiesel) maupun secara tidak langsung (indirect effect dan induced consumption effect) oleh seluruh 
masyarakat Indonesia. Manfaat-manfaat yang dimaksud mencakup manfaat ekonomi, sosial dan 
ekologi. Semakin intensif implementasi mandatori biodiesel semakin besar manfaat yang dinikmati 
masyarakat.  

 

MENUJU MANDATORI BIODIESEL BEBAN BERSAMA 

Implementasi mandatori biodiesel tersebut memerlukan biaya yang relatif besar untuk 
menutup selisih antara harga impor solar fosil dengan harga pembelian dan transportasi biodiesel 
dari produsen biodiesel ke Pertamina. Berdasarkan data BPDPKS (2023, 2024a) biaya insentif 
mandatori biodiesel (Gambar 5) makin meningkat seiring dengan makin intensifnya mandatori 
biodiesel.  

 

Gambar 5. Realisasi Biaya Insentif Mandatori Biodiesel Periode 2015-2023* (Sumber: BPDPKS, 2023, 
2024a*) 

Biaya insentif biodiesel meningkat dari Rp 0.5 Triliun tahun 2015 menjadi Rp 34.6 Triliun tahun 
2022. Dalam Laporan Kinerja BPDPKS tahun 2023 (BPDPKS, 2024a) mengungkapkan bahwa 
pembayaran dana insentif untuk pengembangan biodiesel tahun 2023 mencapai Rp 18.3 Triliun. 
Selain akibat peningkatan volume implementasi mandatori biodiesel, besarnya nilai insentif tersebut 
dipengaruhi oleh harga solar fosil dunia dan harga CPO dunia, sebagaimana dalam formula HIP Solar 
Fosil dan HIP Biodiesel yang ditetapkan pemerintah. 

Selama ini, biaya pelaksanaan mandatori biodiesel seluruhnya dibiayai dari dana pungutan 
ekspor sawit (export levy). Secara akumulatif periode tahun 2015-2023, nilai pungutan ekspor sawit 
diperkirakan mencapai Rp 206.3 Triliun (BPDPKS, 2023, 2024a). Sementara itu, akumulasi total 
biaya insentif mandatori biodiesel (Gambar 5) mencapai Rp 162.9 Triliun. Artinya sekitar 79 persen 
dari dana pungutan ekspor sawit digunakan untuk membiayai kebijakan mandatori biodiesel.  

Hal ini juga berarti seluruh biaya pelaksanaan mandatori biodiesel hanya ditanggung oleh 
industri sawit nasional termasuk petani sawit melalui levy ekspor sawit. Pembiayaan mandatori 
biodiesel yang demikian yang hanya ditanggung industri sawit, sementara manfaatnya dinikmati 
bersama seluruh stakeholder sektor-sektor nasional dinilai tidak adil. 

Besarnya alokasi pungutan ekspor sawit untuk kebijakan mandatori biodiesel menunjukkan 
bahwa pengurangan alokasi pungutan ekspor untuk penggunaan/program lain untuk 
pengembangan industri sawit nasional sesuai yang telah diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 2014 
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tentang Perkebunan (PASPI Monitor, 2023b). Program yang dimaksud seperti replanting, riset dan 
pengembangan, sarana prasarana, promosi, dan pengembangan SDM, dimana program-program 
tersebut sangat diperlukan untuk membangun industri sawit nasional yang lebih berdaya saing dan 
berkelanjutan, termasuk didalamnya pengembangan perkebunan sawit rakyat. 

Menjelang 10 tahun implementasi mandatori biodiesel di Indonesia dapat dijadikan sebagai 
momentum untuk melakukan evaluasi pembiayaan mandatori biodiesel tersebut. Komitmen 
Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor energi fosil sudah sangat tepat. Komitmen Indonesia 
untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencegah deplesi cadangan energi fosil 
untuk generasi anak cucu, juga sudah tepat. Oleh karena itu pada level implementasi seperti 
mandatori biodiesel, komitmen bersama tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk aksi bersama 
dan menanggung bersama biaya implementasinya. 

Sebagai kebijakan mandatori, seharusnya biaya pelaksanaan mandatori biodiesel menjadi 
tanggungan seluruh stakeholder pembangunan dan tidak hanya menjadi beban industri sawit. 
Industri sawit tentu saja ikut menanggung sebagian pembiayaan, namun Pertamina sebagai 
pengelola produksi dan distribusi biodiesel juga seharusnya turut ikut menanggung beban tersebut. 
Demikian juga konsumen energi (kecuali konsumen yang patut disubsidi) juga seharusnya turut 
mengambil bagian dalam menanggung beban tersebut.  

Tentu saja, perubahan penanggungan beban tersebut dilakukan secara bertahap hingga suatu 
saat, beban industri sawit pada biaya mandatori biodiesel (juga biofuel lainya) menjadi lebih realistis 
dan reasonable. Dengan demikian, dana pungutan ekspor dapat lebih banyak dialokasikan untuk 
membangun industri sawit yang lebih berdaya saing dan lebih berkelanjutan.     

 

KESIMPULAN 

Setidaknya terdapat tujuh manfaat implementasi mandatori biodiesel dalam perekonomian 
nasional yakni ketahanan energi, penghematan devisa dan penyehatan neraca perdagangan migas, 
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan 
kemiskinan, stabilisasi harga CPO/TBS domestik, peningkatan pendapat rumah tangga pedesaan dan 
perkotaan, serta pengurangan emisi GRK. Ketujuh manfaat tersebut dinikmati secara bersama sama 
oleh stakeholder pembangunan maupun masyarakat secara keseluruhan. 

Di sisi lain, beban pelaksanaan mandatori biodiesel tersebut selama ini sepenuhnya masih 
menjadi beban industri sawit nasional. Diperkirakan beban pembiayaan mandatori biodiesel 
tersebut mencapai 79 persen dari pungutan ekspor (levy). Diperlukan reformasi pembiayaan 
mandatori biodiesel ke depan dengan mendistribusikan beban biaya mandatori biodiesel ke 
stakeholder lain secara reasonable. 

 

IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Diperlukan reformasi pembiayaan mandatori biodiesel melalui pendistribusian beban biaya 
mandatori biodiesel ke stakeholder lain secara reasonable, mengingat manfaat dari kebijakan 
mandatori biodiesel tersebut juga turut dirasakan oleh stakeholder pembangunan lainnya maupun 
masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah sebagai regulator perlu mengembangkan kebijakan 
yang komprehensif untuk memfasilitasi penanggungan bersama biaya mandatori biodiesel tersebut. 
Diharapkan melalui reformasi distribusi beban biaya tersebut yang tidak lagi sepenuhnya 
ditanggung oleh industri sawit, maka dana pungutan ekspor dapat dialokasikan dengan lebih optimal 
pada program-program pengembangan industri sawit nasional, khususnya perkebunan sawit rakyat.  
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